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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja telah mengatur perselisihan pemutusan hubungan
kerja, yang mencakup segala hal mulai dari alasan PHK sampai dengan
tata cara dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Peraturan tersebut
dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tenaga
Kerja Asing. Apabila peraturan pemerintah tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

2. Didalam Putusan Nomor 11/Pdt.SUS-PHI\2021/PN.Mtr. yang saya ambil,
berisi kasus tentang “Tuntutan terhadap perusahaan yang telah melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerja Asing”. Tenaga
kerja Asing didasari dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
yang berlaku selama 2 tahun. Tenaga kerja ini tidak terima karena stelah di
PHK secara sepihak, dengan alasan tenaga kerja lalai akan pekerjaanya
dan tenaga kerja Asing ini hanya diberi upah 11 bulan sebagaimana
tertulis dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tenaga kerja menuntut
untuk membayar seluruh hak-hak tenaga kerja yakni Uang sisa kontrak
yaitu upah bulan oktober 2020 hingga bulan agustus 2021, dan
memulangkan TKA ke Negara asalnya. Terhitung sejak di hari PHK
sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT).
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3. Didalam Putusan Nomor  11/Pdt.SUS-PHI\2021/PN.Mtr.  Hakim
menimbang dan mengabulkan gugatan penggugat yang dimana penggugat
mengajukan tuntutan sebanyak 14 dan yang dikabulkan hanya 3 tuntutan
pengugat, karna penggugat berhasil membuktikan dalil gugatanya sesuai
dengan alat bukti, sedangkan tuntutan yang ditolak sebanyak 11 karena
penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.

B. SARAN

1. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial seharusnya
bisa diselesaikan dalam proses tahapan pertama yakni bipartit karena
seharusnya musyawah mufakat adalah jalan terbaik dalam proses
penyelesaian perselisihan. Sedangkan jika dalam proses mediasi dan
konsiliasi seharunya dapat dipilih berdasarkan reprentasi para pihak
yang berselisih bukan sebagai pilihan yang diberikan pemerintah.

2. Setiap perusahaan harus lebih selektif dalam memilih Tenaga Kerja
Asing yang akan bekerja di perusaanya, dengan mengadakan pelatihan
masalah ketenagakerjaan yang sesuai dengan Peraturan perusahan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30, sehingga dapat
tercipta suatu pekerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam
pemberhentian karyawan, seharusnya perusahaan bertindak sangat
hati-hati dilakukan pertimbangan yang sangat matang karena
pengaruhnya cukup besar bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri.
Bagi perusahaan akan berpengaruh sekali terhadap masalah dana dan
perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai tentang aturan

Ketenagakerjaan terutama tentang PHK. Itu dilakukan agar para



57

pekerja tidak diperlakukan semena-mena oleh perusahaan dan
begitupun sebaliknya, perusahaan agar tidak muda dipermainkan oleh
para pekerjanya.

Melalui penelitian ini disarankan dalam mengajukan gugatan ke
pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pihak pengugat
hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan

serta alat bukti yang kuat agar tidak mengadung cacat formil.
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